Temuan BPK
Harus Diungkap

Terkait Bocornya APBD Sumut 2011 Sebesar Rp25 Miliar

MEDAN —Sejumlah anggota DPRD
Sumatera Utara (Sumut) menilai,
temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) perwakilan Sumut terkait temuan
kebocoran anggaran APBD tahun 2011
sebesar Rp25, 1 miliar harus diungkap.

Anggota Fraksi PDI Perjuang-
an DPRD Sumut, Brilian Mok-
tar, mengatakan laporan hasil
pemeriksaan yang disampai-
kan BPK harusdipertanggung-
jawabkan instansi terkait, “In-
dikasi kerugian keuangan dae-
rahdannegarainisangat besar.
Kami tidak paham, bagaimana
kuasa pengguna anggaran

Brilian kemarin.

Seperti diketahui, BPK per-
wakilan Sumut menemukan
indikasi kerugian daerah hing-
gaRp51,1miliarsetelahmeme-
riksa Laporan Keuangan Pe-
merintah (LKP) Provinsi Su-
mut 2011, Kepala BPK Perwa-
kilan Sumut Muktini mem-
beberkan indikasi kerugian

sertaindikasi kerugian negara
(pajak tidak disetor ke kas
negara) sebesar Rp1.96 miliar.
Potensi kerugian daerah sebe-
sar Rp530.3 juta dan peng-
gunaan anggaran tidak sesuai
dengan peruntukan sebesar
Rp27.4 miliar.

Menurut Brilian,indikasi ke-
rugian sangat janggal. “Bagai-
manamungkin,pajaktidakdise-
torke negara. Kami memintaini
dijelaskan pada masyarakat,”
bebernya. Hal lain yang sangat
mengecewakan adalah peng-
gunaan anggaran tidak sesuai

dengan peruntukan sebesar

Rp27 4 miliar. Sebagai anggota
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Sumut, dia mengaku sa-

mengelola kenangannya,’ujar  provinsi sebesar Rp25,1 miliar kit hati dengan temuan ini.

" $ _  peraturan daerah (perda) dan  menjalankan pengawasande-  mut. Seperti diketahui, Gatot
_Bagal!n an_a mung UU. Pelanggaran itu, kategori  ngan baik. “Sudah jelassalah.  menjabatsebagaiPltsejakada
kln. pajak tidak pidana,”ungkapnya. Harus dipertanggungjawab-  penerbitan Keputusan Presi-
disetorke negara. Temuan lain yang sangat  kan. Kalauanggaranituuntuk  den (Keppres) No 15/P Tahun
2 G iy jelasadapelanggarannyayakni  beli cabai, harus dibeli cabai. 2011 tertanggal 21 Maret 2011.
Kamimemintaini soal saldo kas di bendahara, Kalau tidak, itu tidak sesuai ~ Menurutnya,apayangmen-
it pengeluaran yang disajikan  peruntukan,”ungkapnya. jadicatatan BPK akan segera
dljelaskan P a,,da sebesar Rp15,27 miliar. Nilai Pelaksana tugas (Plt) Gu-  ditindaklanjuti terutama me-
masyafakat- uang tersebut tidak ada diBiro  bernur Sumut Gatot Pujo Nu-  nyangkut tidak ada pengawas
UmumRp9,02miliar,BadanKe-  grohotidakterkejutdengante-  internal dalam hal ini kepala

BRILIAN MOKTAR bangpelinmas Rp787.71 juta, muan tersebut pasalnyasejak inspektoratSumut.
Anggota Fraksi t dan PPKD Biro Umumsebesar  awal sebelum menjabat se- Catatan lain yang diberikan
PDIPerjuangan DPRD Sumut Rp916,50 juta. “Jikanangnya  bagai Plt dia telah mempre- BPKakan dibahas segera mung-
tidak ada, berarti telah terjadi  diksi halitu bakal terjadi.“Se-  kin dengan satuan kerja perang-
Semua anggaran kegiatanyang  lappinganggaran,katanya. saat sebelum saya menjabat  katdaerah (SKPD) terkait. “Da-
ada dalam APBD 2011 sudah Anggota Fraksi PPP Bus:  Plt, saya temukan memangfe-  lam catatannya kan jelas untuk

ditetapkan dengan nomen-
klatur vang jelas. “Ini perlu di-
telusuri, apakah kebijakan
khusus itu sesuai peraturan.
Kalau tidak, ada pelanggaran

tami HS menegaskan, penggu-
na-anggaran sebagaimana te-
muan BPK harus dipertang-
gungjawabkan. Temuan ter-
jadi karena pemprov tidak

nomenaitu”kataGatot.
Setelah menjabar Plt, dia
langsung membuat kebijakan
cut off (pisah-batas) terhadap
kinerja keuangan Pemprov Su-

segera ditindaklanjuti. Seka-
rangsayasudahtindaklanjutide-
nganmengundangrapatseluruh
jajaran SKPD,”ungkapnya.
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